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Studi kasusini dilatarbelakangi oleh dimulainya pelaksanaan kebijakan desentralisasi pendidikan dasar dan
menengah sgjak awal 2001 pada kabupaten dan kota di Indonesia. Berkaitan dengan pembangunan sumber
daya manusia (SDM), ternyata sektor pendidikan amat strategis dan fundamental sehingga memerlukan
komitmen pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mewujudkan
peningkatannya. Data dan fakta berbicara bahwa SDM Indonesia berdasarkan Laporan HDI - UNDP (1999)
masih terpuruk pada urutan ke 105, sedangkan indeks tingkat pendidikan masih tergolong rendah yaitu
0,77% dibandingkan dengan dengan Philipina (0,99); Thailand (0,81) dan Vietnam (0,81). Dengan

pel aksanaan kebijakan desentralisasi pendidikan, sebenarnya merupakan momentum peluang dan tantangan
daerah, yang sangat diharapkan bahwa kondisi pengelolaan pendidikan akan semakin membaik, partisipatif,
demokratis dan bertanggungjawab kepada masyarakatnya.

Salah satu permasalahan krusial dalam sektor pendidikan adalah masalah anggaran atau pembiayaan
pendidikan, baik secara nasional yang dialokasikan dalam APBN maupun secara daerah dalam APBDnya,
yang merupakan wujud nyata komitmen pembiayaan pendidikan oleh pemerintah pusat maupun daerah
(kabupaten dan kota). Oleh karenaitu perlu dicermati dan dianalisis seberapa besar wujud nyata komitmen
dimaksud, apalagi sejak pelaksanaan desentralisasi tahun 2001. Perlu diketahui mengenai kondisi
pembiayaan baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, kabupaten dan kota Bekasi. Disamping
itu bagaimana kondisi anggaran sekolah untuk mengetahui pembiayaan per siswa, dan mengenai kondisi
kesiapan daerah kasus dalam pembiayaan sektor pendidikanya.

Studi ini sengaja mengambil kasus daerah kabupaten Bekasi dan kota Bekasi dengan berbagai pertimbangan
teknis dan non teknis, juga mengingat posisi dan karakteristiknya. Untuk itu pula dengan segenap
keterbatasan, penelitian ini hanya mengambil sampel secara purposive sampling, yaitu sebanyak 24 sekolah
untuk kabupaten dan kota dengan jenjang SD, SLTP dan SMU berstatus negeri dan swasta. Pengambilan
data sekolah sampel tersebut diperlukan untuk dasar analisis mikro, yaitu menemukan biaya rata-rata per
siswa untuk periode tahun 1999 - 2002 berdasarkan pendekatan budgeter (APBS). Sedangkan data untuk
memperkuat analisis makro, berupa data APBN dan APBD serta PDB dan PDRB untuk daerah kasus.
Cross-check data dengan berbagai data statistik daerah dan nasional juga ditempuh sesuai dengan kebutuhan
studi.

Berdasarkan tinjauan teoritis semakin menyakinkan bahwa pendidikan merupakan bidang garap analisis
kebijakan publik yang bersifat lintas disiplin. Disamping itu pendidikan merupakan persoal an kebutuhan
pokok (dasar) yang berarti pulatermasuk kajian ekonomi pembangunan ataupun ekonomi publik, dan oleh
karenanya pendidikan memerlukan campur tangan pemerintah agar tidak terjadi kegagalan pasar (market
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failure). Diketahui pula bahwa pembiayaan pendidikan merupakan suatu kajian penting dalam bidang
ekonomi pendidikan.

Hasil studi analisis ini menggambarkan bahwa kondisi pembiayaan pendidikan pada kedua daerah kasus
(kabupaten Bekasi dan kota Bekasi) telah ada antisipasi dan komitmen alokasi anggaran sektor pendidikan
terhadap total APBDnya (> 20%), terutama diperkuat alokasi anggaran rutin, kab. 36 % - 43 % dan kota 32
% - 42 %. Kota Bekasi nampak |ebih dinamis dalam perkembangan alokasi anggaran baik rutin maupun
pembangunan. Namun untuk alokasi anggaran pembangunan pada kedua daerah dimaksud masih timpang
dibanding alokas rutinnya. Sedangkan dilihat dari kontribusi pembiayaan sektor pendidikan terhadap
PDRBnya, untuk kedua daerah tersebut masih di bawah 1 %.

Selanjutnya hasil analisis data APBN dan PDB Indonesia selama periode 1999-2002, menunjukkan bahwa
secara keseluruhan alokasi pembiayaan pendidikan masih konservatif terhadap total APBN, apalagi yang
terjadi pada alokasi anggaran rutin yang menurun hingga 1,88 % (2002). Sedangkan untuk alokasi anggaran
pembangunan kondisinya membaik hingga 30 % (2002), namun karena kecilnya porsi anggaran
pembangunan terhadap total APBN menjadikan besaran anggaran pembangunan menjadi kurang memadai.
Penyediaan anggaran sektor pendidikan untuk periode 2001-2002 terhadap total APBN sebesar 4,42 % dan
5,87 %. Apabila diperhatikan terhadap besaran PDB makarata-rata hanya 1,13 %. Dibalik itu kondist APBN
sedang mengaiami berbagai kendala dan dilemma yang kompleks, termasuk beban defisit dan cicilan utang.

Hasil perhitungan pendekatan mikro menunjukkan bahwa biaya rata-rata per siswa untuk Kota Bekasi
dibanding dengan Kabupaten Bekasi secara umum lebih mahal, rata-rata biaya di kota, SDN Rp.467 ribu
sedangkan di kabupaten Rp. 387 ribu per tahun.

Namun biaya rata-rata per siswa SLTPN di Kabupaten nampak sedikit lebih mahal dibanding SLTPN di
Kota Bekas dan jugaterhadap SLTPSnya. Diketahui pula bahwa biaya rata-rata per siswa SMUN Rp. 786
ribu dan SMUS Rp. 887 ribu di kabupaten masih lebih murah dibanding SMU di Kota SMUN Rp.981 ribu
dan SMUS Rp.923 ribu. Selanjutnya perhitungan alokasi APBS berdasarkan unsur-unsur biaya didapatkan
bahwa pengeluaran untuk gaji menyedot pembiayaaan 60-80%; kesejahteraan 10 %; PBM 6 -12 %, dan
sisanyaterbagi untuk TUS, SPS, adm, data dan PTE yang rata-rata kurang dari 5 %.

Mengenai kondisi kesiapan pembiayaan daerah yang terjadi pada kedua daerah nampak telah ada antisipasi
dan komitmen atas pel aksanaan desentralisasi pendidikan. Hal itu terbukti pada besaran aokasi anggaran
sektor pendidikan terhadap total APBDnya maupun dalam alokas anggaran rutinnya yang nampak cukup
besar (35,61 % - 43,35 %). Sedangkan pada alokasi anggaran pembangunan komitmen yang tinggi untuk
menempatkan sektor pendidikan sebagai prioritas strategis masih nampak kurang terjadi. Diantara kedua
daerah kasus, Kota Bekasi nampak |ebih maju dalam perkembangan alokasi pembiayaan baik pada rutin
maupun pembangunan, yang ditunjukkan dalam dergat yang selalu meningkat. Sedangkan kabupaten juga
meningkat namun fluktuatif perkembangan pembiayaannya, yang di tahun 2001 mencapai 13,32 %, pada
tahun 2002 turun menjadi 9,77 %.



